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BITPATI BARITO SELITTAT{

PROVI|IISI I{ALIMATTTAN TE1TGAII

PERATTIRAT BT'PATI BARI?O SEI-ATAil

NOMOR $ TAHUN 2A2l

TEITTANE

?aTA C*RA PEtreAD*Alr BARASGIJAAA D[ DESS'

DTTGAfr RAIIilIAT TUIIAIS YAISG MAIIA Ef}A

BUPATI BARITC} SF&IITAIT,

bahvra dengan berlakunya Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AL9

tentang Pedoman PenSnrerrnan Tata Cara Pengadaan Barangf Jasa
di desa rnaka Peraturan Bupati Nomor 2L Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa

sebagaimana telah diubah dengan Pera&rran Bupati Nomor 18

Tahun 2018 tentang Peruhahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21

Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6)

Peraturan Menteri Dalasr Neggri Nomor 2O Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, tata cara pelaksanaan kegiatan
pengadaan barangljasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati;
bahwa berdasarkan pertirnbangan dalam huruf a, dan huruf b,

perhr menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengadaan Barang I Jasa di Desa;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Damrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9},

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 182Oh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

c.

2.

3.
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

4. Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun zAI4 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun zOLg tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AA
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot9
Nomor 4!, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63221;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2AI4 tentang Dana Desa
yang Bersumher dari Aaggaran Pendapatan dan Belanja Negara

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah. Nemor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2AL4 tentang
Dana Desa yang , bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Nbgara Republik Indonesia Tahun
}ALG Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 586a);

6. Peraturan Pemerintah Nornor 1"2 Tahun zOfi tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negam. Republik Indonesia Tahun 2Afi Nomor 73,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (kmbaran Negara Repulik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 42, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63221i

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 1 Tahun 2AL4 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa flembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 2O91);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2A14 tentang
Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot4 Nomor z09,al;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O ?ahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2ALO Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2AL6 tentang
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Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6
Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan L,embaga Kebijakan Pengadaan Barangl
JasaPemerintah Nomor 12 Tahun zALg tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan BaranglJasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 1a55);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2O2A tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2A2A Nomor 7,

Tambahan Iembaraa Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun zALg Nomor 19);

17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019, tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kernrenangan Lokal Berskal,a Desa Di Kabupaten Barito Selatan

fBerita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2AL9 Nomor 37];

TT HIITUSI({II :

Menetapkan : PERATIIRAII BII,EATI TEil"Are tATA CARA PEITGAIIAAII

BABAIIGIJASA DI rlESA.

BABI .

XEEF,*TU;A![ t ffiIff
ksal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

t. Kabupaten adalah Kab.upaten Barito Selatan.
2. Desa adalah d.esa dan d.esa adat atau yaag disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang r.mtuk mengatur dan menguru$
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan
dan merumuskan kebdakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belaaja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
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7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangl<a Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah

dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, a.nggara.n yang

disediakan, dan rencana penaril<an dana untuk ke$atan yang akan

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

APBDesa.
9. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan

adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa,

baik dilakukan melalui swakelola danlatau penyedia barangljasa.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut

Musrenbangdes adalah musyawarah arrtara Badan Pemusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa., dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, pfogram, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa., s:madaya masyarakat Desa, danlatau Angaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupatea-
11, Kewenangan Desa adalah keqreceagan yang dimililri Desa meliputi

kewenangan hrdasarkan hak asal*rasul, keurenangan lokal berskala Desa,

kewena:rgan yang ditugaskaa etreh Femerirrtah, Pemerirrtah Daerah Provinsi,

atau Pernerintah Daerah l(abulmten serta kewenangan lain yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerirrtah $aerall Provinsi, atau Pemerintah Daerah

Kabupaten sesuai dengan ketentuan percttman pnrndang-undangan,
t1.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai urewenang,

tugas dan kewajiban untuk menyel.enggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13. Kepala Urusan yang sela4iutnya disebrrt Kaur adalah pemngkat Desa yang

berkedudukan sebagai un$ur staf seltretariat Desa yang mer{alankan tugas
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa {PPKD}.

L4.KepaJa Seksi yang sela4iutnya dlsebut Kasi adalah perangkat Desa yang

berkedudukan sebagal pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana

Pengelola.an Keuangan Desa {PPKD).
15. Tim Pelaksana Kegiatan yang selar{utnya disingkat TPK adalah tim yang

membantu Kasillkur datam melaksanakan kegiatan pengadaan

barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri
oleh Kasi/Kaur.

16. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau desa

sekitar lainnya.
17. Penyedia BaranglJasa yang selaqiutnya disebut Penyedia adatrah badan

usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
18. Pembelian langsung adatah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan

cara. membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa
permintaan penawaran terlulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.

19. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan

membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling

sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yarlgdilalnkan oleh TPK.

20. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang

dapat diikuti oleh semua Penyedia yang firemenuhi syarat.
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21. Swakelola adalah cara memperoleh barangljasa dengan dikerjakan sendiri
oleh TPK dart/atau rnasyarakat seternpat.

22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah
aparat yang rnelakukan pengawasan melalui audit, reviu, trremantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fuagsi Penreriatah.

23. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pmbentukan
peraturan bupat " 

konsultasi dan himbiogan teknis Penggdaan BaranglJasa
di Desa.

Prsal 2

Maksud diberlakukannya kfirnan Br@ti itli edalsh re@ai pedoman

pelaksanaan kgi Percrintah Dc€ dffIam relakanakan kngadaan yang dibiayai

dengan dana APBDe$a"

kffif S

Tujuan diberlakukana3ra Feraturan Btrpati ini adahh asar Fengadaan dilakukan

sesuai dengan tata kelola yasg bik, yry derrgeft pri*sipprinsip Fengadaan dan

ketentuan peraturan 3a*tlg Maku.

BAB U

r*T*'MAI PEilE*DAAil

Pasat 4

Pengadaan men€.mpkaa pns*1r'pnneip seb*gai,kiku*
a. efisien, bemrti gerrgadffin hrus diuratehn derryan menggunakan dana dan

daya yang minimrrm r.mtr:k rrcneryl ktm&ies &lt s&ssrarr datam waktu yang

ditetapkan atan rrcrtggrcelffir &r.* yaq tel& diktaplcan untuk mencapai
hasil dan sasaran dengan kuatitss pg qn*ksrrrirrm;

b. efektif, berarti Fengadaan' hanr* ffisuai dcrlsaa keblfilharr dan sasaran yang
telah ditetapkn certa rrwrherfun marrfaat. Irarog sekr-besarnya;

c. transparan, berarti srnxm. ket@t*ffi* dan iaformasri meng$lai Pengadaan
bersifat jetras dan dapt dikefahui ffifia hras eleh masyarakat dan Penyedia

yang berminat;
d. terbuka, berarti nensadaan dapt diikrti ole"h semua Fs$ydia Barang/Jasa

yeu,ug mememrhi pers5faratan/kritsia terfiestu Masadran ketentuan dan
prosedur yang jelas.

e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus di$adikan sebagai wahana
pembelajaran bagi masyarakat untuk dap.t mengetrotra pembangunan desanya;

f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;

g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di
antara sebanyak Peqrcdia yang setara. dan memenuhi prsyaratan;

h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan
tidak mengarah unhrk mernberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan

i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait
dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungiawabkan.
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Pasal 5
Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika
sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang
menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegatr penyimpangan
Pengadaan;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan krtanggrr*g jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai
dengan kesepaktan terfulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang
terkait, baik secara langsung maupun tidak yang berakibat
persaingan usalra tidak sehat dalam peagadaan;

f. menghindari dan meneegah pemborosan dan }cebocomn keuangan desa;
g. menghindari dan mencegah pnyalahgunaan wexrenang danlatau kolusi; danh. tidak meneriEra, tidak menaxrarkan, atau ti&k rzrenjasjikan untuk memberi

atau menerima hadiah, imbalan, komisi" rabat, daa apa saja dari atau kepada
siapapun yang diketahui atau pahrt diduga berkaitan dengan pengadaan.

Efr,B III.
RUATG LIITGKTIP PEITGADAAN

Fasal 6
(1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Ke*re*angan Desa yang kegiatan dan

anggarannya bersumber dari ApBDesa.
{2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan

berdasarkan peraturan perrrndang - undangan.

ksal 7
(1) Pengadaan mengutamakarl peran serta masyaraht melatui Swakelola

memaksimalkan pemaanfaatea sumber daya yang ada di Desa secara
dengan
gotong-

royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tr4iuan
kesempatan kerja dan pemberdayaan rnasyarakat setempt.

{2} Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka pengadaan
dapat dilakukan melalui perryedia baik maupurl seluruhnya.

Fasal 8
Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

mendukung Swakelola; atau
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola.

memperluas

a.
b.
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BAB TV

PARA PII{AK

Bagian Kesatu

Para Pihak Dalam Pengadaan

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:
a. Kepala Desa;
b. Kasi/Kaur;
c. TPK;
d. Masyarakat; dan
e. Penyedia.

Bagian Kedua

Kepala Desa

Pasal 1O

T\rgas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum

dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
c. menyelesaikan perselisihan antara KasilKaur dengan TPK, dalam hal terjadi

perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga

Kepala Seksi/ Kepala Urusan

hsal 11

{1} Kasi/Kaur rnengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
(2) Tugas KasilKaur dalarn mengelola pengadaan:

a. menetapkan dokumen persiapan pengadaan;
b. menyampaikan dokurnen persiapan pengadaaa kepada TpK;
c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan

Musrenbangdes;
d. menandatangani bukti transaksi pengadaan;
e. mengendalikan pelaksanaan pengadaan;
f. menerima hasil Pengadaan;
g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesr.lai bidang tugasnya kepada Kepala

Desa; dan
h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya

kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
(3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat

perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran
yang tersedia tidak mencukupi.

(4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
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Bagian Keempat
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

(1) TPK terdiri dari unsur:
a. Perangkat Desa;
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
c. Masyarakat.

(21 rPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal s (tiga) orang.

{3) Berdasarkan pertimbanglffin kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat
ditambah separ{ang berjumlah gasal"

(4) Organisasi TPK terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
a" melaksanakan Swakelola;
b. men5rusun dokumen Letraag;
c. mengumalmkan darr melaksa[akan Lelang untuk Pengadaan melalui

Penyedia;
d. memilih dan raenetapkan Penyedia;
e. memeriksa dan melaporkaa hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
f. mengumumkan hasil kegiatan dari Fengadaan.

t6) Khusus untuk pekajaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola
ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu
dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.

{7) TPK dapat diberit<ar honor sebesar ketentuan aturan yang berlaku di
Kabupaten dari nilai yang dil*ksanakan.

Bagran Kelima

Masyarakat

Pasal 13

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan sebagai berikut, namun tidak terbatas
pada:

a. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola;

b. Berperan alctif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.
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Bagian Keenam penyedia

Pasal 14
Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a' memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang ka3ru, dan

sejenisnya;

b' memiliki sumber d,aya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam pengadaan;

c' memiliki kemampuan untuk menyediakan barangljasa yang dibutuhkan; dan
d' khusus untuk pkerjaan konstruksi, ma$rprr menyediakan tenaga ahli

dan/atau peralatan yarrg diperlukan dalam petaksanaan pekerjaan.

BAB V
PEREIICAITAAT PENGAI}AAIT

Pasal I5
(1) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat per5rusunan RKp Desa.
(21 Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKp Desa meliputi:

a. jenis kegiatan;

b. lokasi;

c. volume.

d. biaya;

e. sasaran;

f. waktu pelaksanaan kegiatan;
g. pelaksana kegiatan aaggarar1

h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
i' rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.

(3) Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (U
dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes pada saat penyusunan
RKP Desa.

(4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalanrl penJrusunan Rencana Kegiatan
dan Anggaran Desa. dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.

Pasal 16
(1) Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di datam RKp Desa diumumkan oleh

Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat,
sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.

(21 Pengumuman perencanaan pengadaan paling sedikit memuat:
a. Nama Kegiatan;

b. Nilai Pengadaan;

c. Jenis Pengadaan;

d. KeluaranlArtpuf (terdiri dari volume dan satuan);



t10l

e. Nama TPK;

f. Lokasi; dan

g. Waktu Pelaksanaan.

BAB VI

PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Persiapan Pengadaan secara Swakelola

Pa$aI 17
(U Kasi/Kaur trrer{nrsun dckuanen persiapan Pengadaan secara Swakelola

berdasarkan DPA yang terdiri dari:

a. jadwal pelaksanaan kegiatan;

b. rencana pelrggunaarl tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
d. spesifikasi tehris {apabila diperlukan}; dan

e. RAB Pengadaan.

(21 RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf e disusun oleh
KasilKaur menjel,ang dilaksan kegiatan sqrakelola.

(3) Ktrusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui
Swakelola berupa:

a. gambar rencana kerja;

b. jadwal pelaksanaan kegiatan;

c. spesifikasi telcris;

d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
e. rencana pengguaaan tenaga k"tJ*, kebutuhan bahan, dan peralatan.

(41 Kasi/Kaur mer{rusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung dengan
menggunakan harga pasar.

(5) Harga pasar sebagairneaa dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga
pasar di Desa setempat.

(6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila
barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.

(71 Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DpA,
sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat
dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DpA.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DpA yang
melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan
dan Kasi /Ka.ur melapor kepada Kepala Desa.
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(9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} atau ayat {3} kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan
melalui Swakelola.

Bagran Kedua

Persiapan Pengadaan melalui penyedia

Pesal 18
(1) Kasi/Kaur men]rusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola

berdasarkan DPA yang terdiri dari:
a. walrtu pel;aksanaan pkerjaan;
b. gambar rerlcarla kerja {apabita diperlukan};
c. Kerangka Acuan Kerja (I{AK}lspsifikasi teknis (apabila diperlukan}ldaftar

kuantitas dan harga {apabila diperlukan};
d. Harga Perkiraan Sendiri (HpS); dan
e. rcrncangan surat perjanjian.

{21 HPS sebagainana rlimaksud Sry ayat {f} hun:f d ditetapkan oteh Kasi/Kaur
menjelang dilaksanakanrrya kegiatan melatui penyedia dengan
merujuk pada harga pasar.

{3} Harga pasar dipercleh dengaa catla merrcari ir:formasi tentang harga
bamng/jasa di Desa setempt dan/atau desa sekitar lainaya, meqielang
dilaksanakannya pemilihan Fenyedia.

(4) Kasi/I{aur dapat mengtrnakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila
barang/iasa Jrang dibutuhlcan tidak ada di desa setempat.

(5) Kasi/Kaur menentukan harga Fsar dengan merryrertratikan kondisi sebagai
berikut:

a. dalam hal hanya ffidap.t 1 teatul Fenyedia rraka harga pasar adalah
harga yang ditavrarkan PerrJdia ttr$ehrt i rlan

b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu! krqfedia, maka harga pasar adalah :

U harga yang paliag hnyak ditemukan; atam

2l harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud
pada angka 1.

(6) Kasi/Kaur menJrusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:
a. menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (s);

b. memperhitungkan pqiak pertambahan Nilai (ppN); dan
c. memperhitungkan biaya angkut (iika barang yang diadakan tersebut harus

diangkut ke suatu tempat yang mernerlukan biaya angkut).



ll2l

(71 Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak
melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan
terlebihdahulu melakukan revisi RAB pada DpA.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai
pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi /Kaur
melapor kepada KepaJa Desa.

(9) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak culmp/tidak dapat
meaggunakan bukti trarrsaksi struk, nota rlerr kuitansi.

(1o| Kasi /Y,c-.w menyampaikan dckumm prsiapn Fengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {l} kepada TpK rmtuk ditaktrkan pengadaan.

BAB VN

PELAITSATAAIT PEHGAI}AAN

B*grql Kesatu

Pengadaar,l lfielalrri Swakelola

Pesat 19
(U Swakelol,a rlileksanr+karr hdacarkan dokr:merr pereiapan pengadaan yang

disusun oleh l(asill{aur seb*gaimana diarrak*.rd pada Pasal 1T ayat (1} dan
ayat (21.

(21 SwakeloLa sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dilaksanakan oleh:
a. TPK; atau

b. TPK dengan melibatkan raasyarakat.

(3) Pelaksanaan Swakelota dil*kukan dengan panduan antara lain sebagai
berikut:

a. TPK melakukan mpt pembahama kegiata* yang menghasilkan catatan
hasil pembahasan.

b. apabila dipertukan, I?K mecenrrkaa aarasumber/ tenaga kerja dengan
ketentuan sebagai krikut:
U narasumber dapa.t berasal dari masyarakat Desa setempa.t, organisasi

perangkat daerah kabupaten/kota, danlatau tenaga
profesion al;dan / atant

2) tenaga kerja diutaruakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
c. TPK menSrusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi

kegiatan; dan

d. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan
saranalprasaranaf peralatanl material/bahan yang tercatatfdilmasai
Desa.



[13]

(41 Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan
saranaf prasarana /peralatanf material/ bahan yang tercatat/dikuasai Desa.

(5) Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana
prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka TPK melaksanakan Pengadaan
Barang/ Jasa melalui Penyedia.

(6) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola
meliputi:

a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; danlatau
b. pengguaaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasara.na/peralatan dan

material/bahan.

(71 Berdasarkan hasil pengendalian, Kasif Kaur melakukan evaluasi Swakelola.
(8) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan

ketidaksesuaian, KasilKaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan
target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan"

(9) Hasil kegiataa dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media
informasi yang mudah r{iakses oleh Masyaraka! sekurang-kurangnya pada
papan pengumuman Desa.

(10) Untuk pekerjaan konstmksi selain diurnr.rmkan pada papan pengumuman
Desa, pengurrurnan hasil pengadaann5ra dilakukan di lokasi pekerjaan.

(11) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:
a. Nama Kegiatan;

b. Nilai Pengadaan;

c. Keluaran /Output, {terdiri dari volume dan satuan);
d. Nama TPK;

e. Lokasi; dan

f. waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

Bagian Kedua

Pengadaan Melalui penyedia

Pasal 2O

(1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
a. Pernbelian Langsung;

b. Permintaan Penawaran; dan
c. Lelang.

(2) Pelaksanaan Pengadaan melalui penyedia dilakukan:
a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur

sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat {1).
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b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung
pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara
langsung di Desa.

c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan mempertimbangkan
prinsip Pengadaan.

(3) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara- Lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, TpK men]rusun dokurnen Lelang.

(4) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan antara
lain;

a- ru€rng lingkup pekerjaan daIerr bffituk Kerangka Acuan Kerja (h?\K);

b. daftar Kuantitas dan Harga;

c. spesifikasi teknis;

d. gambar rencana kerja {apabila diperlukan);
e. waktu pelaksanaan pekerjaan);

f. persyaratan administrasi;
g. rancangan surat perjanjian; dan
h. nilai total HpS.

(5) Persyaratan admiaistrasi tmt*k Falfedia *kgaimana dirqaksud pada ayat (4)

huruf g benrpa $rrat pernyataan kebenares usaha.
(6) Khusus untuk Ferrgadaan seperti kendaraan bermotor, genset, tral<tor dan

Pengadaan deugan metode Lelang, persyar:atan administrasinya berupa izin
usaha dan Nonnor pokok Wajib Fqiak {Npyffi.

Paragraf L

Pembelian Langsung

kssl2l
(U Pembelian I^angsung dilaksarrakar 61*1fu Fengadaan sampai dengan Rp.

1 O.OOO.OOO,OO (sepuhrh juta rupiah|.

{21 Pembelian Langsung dilairsartekFq deng*n tata cara sebagai berikut:
a. Kasi/KaurlrFK membeli krangljasa kepada satu penyedia;

b. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk
memperoleh harga yang lebih murah; dan

c. Transaksi dituangkan ddam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur
sebagai pelaksana kegiatan anggara.n.

(3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan
kepada Penyedia yang sama datam jangka waktu 2 {dua) tahun anggaran
bertunrt - turut.
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(4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan
Pembelian Langsung kepada Penyedialarn di Desa setempat atau sekitar.

(5) Apabitra tidak terdapat Penyedia lain yang marnpu menyediakan barang/jasa
maka KasilKaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada penyedia

yang s€rma.

Paragraf 2

Perrrrintaan Penawaran

Pasal 22
(U Permintaan Penanraran rlileksanrakarr untuk Fsngadaanmmpai dengan

Rp.2OO.OO0.OO0,0CI {dua rutus juta rupiatr}.
(21 Permintaan Feuawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a. TPK meminta penauraran secara tertulis dari miaimal 2 (dua) Penyedia;
b. dalam ha1 di Desa setempat harrya terdapt 1 {satu} Feayedia, permintaan

Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Fenyedia tersebut;
c. pennintaan trre$awana$ tertulis sehagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf

a dilampiri persyaraten tekd$ berupa:

U Kerangka Acuan Kerja (XAI();

2l rincian barang/jasa;

3) volume;

4) spesifika.si teknis;

5) gaabar rerrcarl€r kerja (apabila diperlukan);
6) waktu plaksanaan pekerjaan); dan

7l fonrrulir surat prrrlrataan kebenaran usaha.
d- Penyedia menyamtrnikaa surat perrawararl sehagaimana dimaksud dalam

dokumen lelang pada ksal 2O ayat (4) dan harga disertai surat pernyataan
kebenaran usaha;

e. TPK mengevahrasi penawafian penyedia;

f. penawar€rn Penyedia dinyatakan lutrrs apbila ruemenuhi perqraratan
teknis dan harga;

g. dalam hal Penyedia yang hrlus lebih dari I {satu}, maka TpK menetapkan
Penyedia dengan harga penawararl terendah sehagai pemenang untuk
melaksanakan pekerj aan ;

h. dalam ha1 ada lebih dari 1 (satu) Penyedia rlena\rar dengan harga yang
sarna, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap
Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;

i. dalam hal harrya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan
negosiasi (tawar-rnenawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang
lebih murah;
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j. hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f
dan huruf g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;

k. transaksi dituangkan dalam bentuk- bukti pembelian atau surat perjanjian
antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan
Penyedia; dan

1. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan
Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

Paragraf 3

Lelang

Pasal 23
(1) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan d.i atas Rp.2OO,OOO.OOO,OO (dua ratus

juta rupiah).

(21 Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. pengumuman Le1ang;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;

c. pemasukan Dokumen penawaran;

d. evaluasi perlawaran;

e. Negosiasi; dan

f. penetapan pemenang.

(3) Mekanisme pengumuman Lelang sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan dengan cara:

a. ?PK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan
penawaran tertulis;

b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses
oleh masyarakat, sekurantg-kurangrrya di papan pengumuman desa.

Pengumumar Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:

U Nama paket pekerjaan;

2) nama TPK;

3) lokasi pekerjaan;

4| ruang lingkup pekerjaan;

5) nilai total HpS;

6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan

7) jadwal proses Lelang.

c. bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan
undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.

(4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
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(8)

(e)

(1)

(21
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a. Penyedia mendaftar kepada TpK untuk mengikuti Lelang; dan
b. TPK memb€rikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar.
Pendaftaran dan pengarnbilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis
yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada
TPK.

Evaluasi Penawaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 hurrrf d
dilaksanakan oleh TPK dengan melalmkan evaluasi dokumen administrasi
serta penawararl tekrris dan harga.

Negosiasi sebagaimana r*imaksud trnda ayat (Q hulad e dilakukan dengan
memperhatikan kondisi ebagai brilnrt:
a. apabila terdapat harrya 1 {satu} penyedia yafig hrlus, maka TpK

melakukan *egosiasi {tawar-menarrar} ya$g dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Negosiasi; atau

b. apabila terdapat lebih dari 1 tsearl Penyedia yang lulus menawar dengan
harga yang satna., mnlra fffmelalUha nqosiasi {taurar-menawar} dengan
setiap Penyedia untr.rk eaempereleh harga yang lebih murah yang
dituangkan r{alam B€rita Aczra Hasil Negosiasi.

Penetapan Pemenang sebegaiffiana dirrakstrd Fda ayat (21 huruf f dilakukan
oleh TPK kepda Pengredia yang memiliki herga lmraw3ran ter"rendah.

Transaksi dihraagkaa d*Iam k&tuk surat pmjaqiian antara Kasi/Kaur sebagai
pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia.

Paragraf 4

Pengendalian

hsal24
Kasi/Kaur melakuk* pengendalian ;rclabarraarr pr,.krjaan yang tercantum
dalam bxki transaksi.

Dalam hal terjadi p*eAaan antam taryet rlalerrr pelaksanaan dengan bukti
transaksi maka l(asi,/Kaur memerintahkan penyedia untuk melaksanakan
perbaikan target dan realisasi pelaksanaarl pekerjaan.

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka
Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum
dalam bukti transaksi.

(3)
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Bagian Ketiga Bukti Transaksi

Pasal 25

(1) Bukti transaksi pengadaan terdiri atas:

a. bukti pembelian; dan

b. surat perjanjian.

{2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a dapat berupa
setruk, nota dan kuitansi-

(3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a digunakan
untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau permintaan
Penawaran.

Bagian Keempat

Perubahan Surat perjanjian

ksal 26
(1) Perubahan Surat perjanjian dilakukan dalam hal:

a. tedadi keadaan kahar; atau
b' terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan

dengan gambar dan/afau spesifikasi teknis/KAK.
(21 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, IfusilKaur bersama penyedia melakukan
perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
b. volume; dan/atau
c. jadwal pelaksanaan.

(3) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan €Lnggaran,
KasilKaur dapat melakukan perubahan surat rerjanjian setelah dilakukan
penyesuaian dokumen anggaran.

(41 Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {41
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan
keuangan desa.

(5) Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh Kepala Desa.
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Bagian Kelima

Pengumuman

Pasal 27
TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di media
informasi yan€ mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pad.a

papan pengumuman Desa.

Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan

metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi:

a. Nama Kegiatan;

b. Nama Penyedia;

c. Nilai Pengadaan;

d. Keluaran lOutput {terdiri dari volume dan satuan};

e. Lokasi; dan

f. waktu penyelesaian pekerjaan {tanggal rnulai dan tanggal selesai).

BAB VIII
PEffiBAYARAII PRESTASI KER*'A

ksat 28
Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia BaranglJasa
setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.

Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan kepada penyedia BaranglJasa setelah TPK melakukan pemeriksaan

yang dituangkan dalam Berita Acara Penneriksaan Barang/Jasa dan Berita
Acara serah Terima Barang/Jasa.

BAB f,X

I(EADAAil I(ATIAR

Pasal 29
Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak
para. pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang

ditentukan dalam surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa

meliputi:

a. bencana alam;

b. bencana sosial; dxr/atau
c. kebakaran.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia Barang/Jasa memberitahukan
tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis datam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar,

(1)

(2t

(1)

(21

(3)
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dengan- menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh

pihaklinstansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan oleh

perbuatan atau kelalaian pihak penyedia Barang tidak termasuk kategori

keadaan kahar.

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadin5ra keadaan

kahar tidak dikenakan sanksi-

(6) Setelah terjadinya lceadaas kahar, Fm pihak dapat melakukan kesepakatan

kembali, dan selanjutnya dituangkan dntam pffirbahan $urat Perjanjian Kerja.

. 
BABX

PEHTTIT'SAT S$TIRA'T PER.IAfrJIAIT

ksal 3(l

(1) Kasi/Kaur secara sepihak dapt *q+"k"" pemutusan Surat Perjanjian Kerja

apabila:

a. waktg keterlarnktan 56laksqnaan pkrjaan akihat kesatahan penyedia

BarangfJasa., sesr:dah retamp ' 30 h4ri kalender, dan

b. penyedia hrar,rgfiaea ,ahar.t'c;rdwa ja$ii dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperhiki keiataianrya dalam jangka waktu

yang telah ditetapkan oleh Kasi/Katlr-

(2) Apabila penyedia BaranglJas terbrrkti mel*kukan Korupsi Kolusi Nepotisme,

kecurangan dan/ atau pemalsr:an dala; proses Pengadaa* yang diputuskan

oleh instansi yang bervenang.

BAB XI
slurEsr
Prsat 31

(1) Penyedia Barangl.Iasa dapat diberikn $anksiiik terbukti melakukan dengan

senqaja prbuatan atau tindakan sebagai berikut :

a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang berwenang

dalam bentuk da;;r cara apapun, baik langsuag maupun tidak langsung

guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan

prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja,

dan/atau ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku;

b. melakukan persekongk<rlan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk

mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan
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Barang/Jasa, sehingga mengur€mgi/ menghambat, memperkecil dan/atau
meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen datf ata.u keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan d,anf atau tidak dapat diterima oleh

Kasi/Kaur; dan/atau

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian
Kerja.

Perbuatan sebagaimaaa dimaksud pada ayat {1}, dikenakan sanksi berupa:
a. sanksi admirristratif, berupa peringatanlteguran tertulis;
b. gugatan secara perdata; danlatau
c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat t2], huruf b dan huruf c,

dilakukansesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku"

Apabila diternukan penipuanlpematsuan atas informasi yang disampaikan
Penyedia Basang/Jasa, dikenakan sa*ksi pembatalan sebagai calon pemenang.

Apabila terjadi pelangaran dan/atau kecurangaa dalarn proses Pengadaan

Barangl Jasa, maka Kasil Kaur/TPK dikenakan:

a. sanksi administrasi;

b. tuntutan ganti rugl; dan/atau
c. sanksi pidana.

Sanksi administrasi sebagairnana dimaksud pada ayat {5} huruf a berupa
teguran/peringatan tertulis daa apabila terjadi pelanggaran dan/atau
kecurangan yang dilakukan deagan sengaja oleh I(asilKaurlTPK dalam proses

Pengadaan Barang/Jasa di Desa, rnaka dapat diberhentikan sebagai

Kasi/Kaur/TPK.

Tuntutan gaxti rugi dan sanksi pidana kepada lfusilKaurlTPK sebagaimana

d.imaksud pada ayat (5! huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai d,engan

peraturan perundang-undangan.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7t



(1)

(21

{221

BAB XII
PEI{YELESAIAIT PERSELISIHAN

Pasal 32
Dalam hal tedadi perselisihan antara para pihak dalam pengadaan, poro
pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersehut melalui
musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal penyelesaia,n perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui
musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Dalam hal penyelesaian perselisihan s6foagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan (2) tidak tercapai,penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan
melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PELITFOR.IIIT DAX SERATI TTRIMA

Pasal 33
TPK melaporkan kepada Kasif Kaur:

a. kemajuan pelaksanaan pengadaan; dan
b. pelaksanaan Peagadaan yang telah selesai 1oo% (seratus persen).
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {U disertai dengan dokumen
pendukungnya.

Berdasarkan laporan sebagainrana rlirnaksud pada ayat (l) huruf b, Kasi/Kaur
menerima hasil kegiatan pengada,an:

a' melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah
Terima (BAST); atau

b. melalui Penyedia dengan menaadatangani BAST.

Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya
kepada Kepala Desa dengan berita acaxa penyerahan.
Kasi/Kaur melakukan pengarsitrran dokumen terkait Pengadaan yang telah
dilaksanakan.

Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan aSrat (5)

harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan
untuk melakukan pengawasan.

(3)

(1)

(21

t3)

(4)

(s)

(6)
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BAB XTV

PEMBINAAIT, PENGAUIASAN

DAIT PENGADAAIT SE(CARA ELEKTRONIK

Pasal 34

(1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang

membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(21 Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa (UKPB{ di kabupaten.

(3) Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan

Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi

kepada LKPP.

Pasal 35

(1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan perundang - undangan.

t2l Hasil pengawasan sebagaima*a dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan

tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui APIP.

Pasat 36

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik jika diperlukan dan disesuaikan

dengan ketentuan peraturaa perundang undangan.

BAB TNI

I(ETEN'TUAIT LIUN.LIUN

Pasat 3?

Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak terrnasuk pengadaan

tanah untuk keperluan Desa.

Pasal 38

(1) Bagan alur pelaksanaan pengadaan barangljasa di desa tercantum dalam

Larnpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

12) Format dokumen kelengkapan pengadaan barang/jasa di desa tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini, terdiri dari:

a. Pakta integritas KasilKasu dan Anggota TPK;

b. Surat Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan;



t24l

c. Kerangka Acuan Kerja;

d. RAB Pengadaan ( penyedia pendukung Swakelola);
e. RAB berdasarkan Harga perkiraan Sendiri (HpS);

f. Surat Permintaan penawaran;

g. Surat Penawaran Harga;

h. Pengumuman Lelang;

i. Evaluasi penawaran;

j. Undangan Negosiasi Harga;

k. Berita Acara Hasil Negosiasi;

l. Surat Pemberitahuan Hasil penawaran;

m. Berita Acara Penetapan pemenang;

n. Surat Perjanjian Kerja;

o. Penyerahan Hasil pekerjaan;

p- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Konstruksi);
q. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Konstruksi);
r- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaaa {Khusus Non Konstruksi);
s. Larnpiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Non

Konstruksi);

t. Berita Acara penerimaan Hasil pekerjaan;

u. Berita Acara Serah Terima pekerjaan;

v. Berita Acara Musyawarah Desa pembangunan Desa;
w. Pengumuman Hasil pengadaan;

x. Laporan pelaksanaan Kegiatan;

y. Survey Bahan; dan

z. Harga Perkiraan Sendiri.

BAB X\TI

K TEIYTUAIT PERALIHAN

Pasal 39
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peagadaan Barang dan Jasa di Desa
yang saat ini masih berjalan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4O

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2O1S
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2ai:5 Nomor 2L) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan

Atas Peraturan Bupati Nomor 2l Tahun 2015 tentang pedoman Tata Cara
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Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
20151 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.'

I

BAB X1III

KETEISTUAIS PEIYUTIIP

Pasal4l
Peraturan Bupati ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orafl.g dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan

Bupati ini dengan peaeslpatannya dalam Berita Daera-h Kabupaten Barito Selatan.

',7 HsJ" 202L

BARff{O SEIA?A11,
')

*
GhDiundanekan di Buntok

pada tanggal 1? Sm*, $t*fti

SEL

BERITA DAER*II X*BTI"AITEX B*BITA ffiIA?AII TAET'IT 2#2L ilOHOR q

Ditetapkan di Buntok

W

{n9i (1tls/wl-&1.

ftrj
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LAMPIRAN N

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI

DESA

A. Format Pakta rntegritas rhur/Kasi dan Anggota TpK

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat
Jabatan Kasi/Kaur

1.
2.

Bertindak untuk dan atas nama pribadi.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Anggran pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa|, d.engan ini saya menyatakan bahwa :

Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

serta akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan transparan dan akuntabel.Akan melaporkln _kepada pih.ak yang berwajib I berwenang apabila
mengetahui ada 

. 
indikasi Korrrpsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalim iro"."pelaksanaan kegiatan;

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Bulary Tahun)

Yang Membuat Pernyataan:
Kasi/Kaur

Materai Rp. 1 O.OOOO,-+Cap

(.................... I[aEg .................)

Catatan:
- setiap Kasi/Kaur Menandatangani pakta Integritas- fgnandatangan Pakta Integritas dilakukan p*da saat SK. penetapan Sebagai

PPKD.

3.

4.



P,AKTA INTEGRITAS

Salra yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
No. Identitas KTP
Alamat
Jabatan Ketua/ Sekretaris/ Anggota TPK Pada Kegiatan

Bertindak untuk dan atas nama Pribadi.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Anggran Pendapatan dan
Belanja Desa fAPBDesa|, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan Melaksanakan Kegiatan deagan Cermat, Efektif dan Evisien

serta akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan transparan dan akuntabel.
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila

mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses
pelaksanaan kegiatan;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tatrun)

Yang Membuat Pernyataan:
Ketua/ SekretarislAnggota TPK Pada

Kegiatan

Materai Rp. 1 O.OOO,-+Cap

[.....r.........,.... lllana ..."............. I

Catatan:
- Setiap Anggota TPK Menandatangani pakta Integritas
- Penandatangan Pakta Integritas dilakukan pada saat SK. Pengangkatan

sebagai Tim Pelaksanaan Kegiatan diterima.



B. Fornat sK l(ades tentang Pembeatuhr Tim pel,aksana Kegiatan

KABT'PATE,N BABITC' SELATAIU

KtpuTUsAJr rtpALJI DESA........,...........
IOMOR:............ TAIIITII .o...r.......

TEilTANG

PEffiBTTTIII{Afi 
"IU 

PELITKSAffA KEG,IATAIS
PAIIA KEeLtrfAil ... t'. 5.......r..... DE8A r.......,.... TCAilATAII.

Menimbang

Mengingat

KABITPATTIT BARITO SEX,ATAS
TAIIT'fi AISGGARAIS ..............

KEPALA DFfA ...*.......r...i.... r

a. bahwa unt+rk raelaksanakn ketentuan pasall2 ayat 1 dan
ayat 2, Peraturar,r Bup*ti Barito selatan Nomor Tahun

tentang Tata Cara Pengadaan Barang di Desa,Kepala
Desa menetapkan Tim Felaksana Kegiatan (TpK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ...
tentang Pernbenhrkan Tim Pelaksana Kegiatan (TpK) pada
Kegiatan Desa...... Kecamatan
Kabupaten Barito selataa Tahun Anggaran ............;

1. Undang-undang Nomor 2T Tahun lgsg tentang
Pembentukan Daerah ringkat II di Kalimantan ( Lembai
Negara RI Tahun 1959 Nomor TZ, Tarnbahan Lembaran
Negara R[ Nomor 182o). setelah berjalan 42 Tahun maka
berdasarkan undang-undang RI Nomor S Tahun ZAAZ,
Kabupaten Barito selatan dimekarkan menjadi Kabupaten
BaritoSelatan dan Kabupatea Barito Timur;

2. Undang-Undang Nomor 2B Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daera-tr (Lembaran Negara Repubt[
Indonesia Tahun za}4 Nomor 244, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ss87) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor I Tahun 20 15 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor ZA Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Z9l;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun ZOL4 tentang Desa
(Icmbaran Negara Republik fndonesia Tahur z}1l4
Nomor 7, Tambatran Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 5a95);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesi Tahun 2OL4 Nomor 2O9fl;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tah;un 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal,
dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun
2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme
pengambilan keputusan musyawarah desa;

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Brarang I
Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman
Pen5rusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor
1a55);

9. Peraturan Bupati Barito selatan Nomor Tahun
tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun
Nomor.......);

10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran..... (Lembaran Desa ......Tahun ...... Nomor... ....) ;

11. Peraturan Kepala Desa Nomor ".....Tahun ...... tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran
Nomor.......).

(Berita Desa Tahun... ... .

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Kegiatan
Desa......... Kecamatan...... Kabupaten Barito selatan dengan
susunan keanggotaan TPK sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan ini,
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas
diberikan honor dengan besaran disesuaikan dengan aturan yang
berlaku di wilayah Kabupaten Barito Selatan"
Segala bia5ra yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan dalampenetapannya,
akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal,

KEPAL/I DESA



fru pEtA,IrsAlra xtciIATAN {tpKl
PADA NE{GI4TAIS....t........... DESA'........r... I{BCAMATAI[.,.r......o...

I(ABT'PATE,IT 3ARIT|O SEI"ATAIT
TAHTIil AilGGARAlr .**,}}..3A r

rEmut DEfiia.....,

{Ilaca Sanpa GGlar de*. kng*atf

HO ITAUA XEDTIDIIKAIT DAI,AU TIU

1. a aa a. a a aa a a a a aa a a a aa a aaa a XetrnlAngsota
2. aa aoraaaaaaa a araaaoaaaaaaa Sehetirb/Enggpta
3.
4.

aa a raa aa a aaa aat aaa aaaa a.- Angota
a a a a Sa o a a a aa aatata aaaaa aa* Anggota

5. a a a a a aa a ta aaa aaa aa a aaa a a Anggota



Format lferugh Acuan lIerra

AT;ITGCIffiA.*TGGARAX

DffiT
HDAI$G

ST'B BIDAITG

XEEIATAIT

PEITENT'AAI$ 
.

SI'UBER,I}AITA

trTRAIIGKA ACUATI XE&,A {KAI$

...........e.-....(KADEf$f ,,

P.$ilffiIIITAH D88t1L................

aaaaaa+aalaiaaaaaataaaaaaaaaaa.aaar.aa a...a aaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.o a

iifrarr-rcr.oaaaaraaaaaa aaaara. a a a. a. r...... a.

Ht aaaaa a aaaaaaaaa aaaa a aaa aaa aa a a a a a aa a a o a a a a

-aaaaaaa*aaaaaaaa-aaataaa+aataaaaoaaaa aaa a aa a

TAII{'H AilGGARAil 2otr2...



I{TRAITGKA ACUAIE KTRIA

I. Latar Belakaag

Gambaran umum singkat tentong pekerjaan gang akan dilaksanakan,
lokasi pelcerjaan, perrncl,satalwn terkait dengan teebuahan barang Aang
a.kan diadalcan

II. Maksud dan Tqiuan
a. Maksud

Maksud pekerjaanl prrg;adaalr barang
b. Tujuan

Tujuan pekajaa* / pengadaan barang.

UI. ?argetlSasaraa

Target/ sasaftln yang ingin dicapai dalam pengadaan barang
yaitu.

IV. Nama Organisasi
. KILID/I : FemerintahDesa.

' Nama PA : .... .......{Kades}
. Nama PAK : ,...- ......{Kaur/Kasi}

V. Sumber Ilana rtara perkireaa Biaya
Sumber dana pekerjaan ini adalah DDIADDIDBH sebagaimana telah
tertuang datam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA)
Desa..-..----Kecamatan-.........Kabupaten Barito selatan Tahun Anggaran

Besaran biaya yang diperlukan untuk pekerjaan irri adalah sebesar
Rp..................,. r...., f........,......r,..., ..,.. flu#,furq.

VI. Ruaag Ltngkup pekerJaan

Adapun ruang lingkup pekerjaannya meliputi:
1. Pekerjaaa persiapan, meliputi pekerjaan ..................... ;

2. Pekerjaal, ................., meliputi
3. Dst

{eesuai lcehfiuhanl



VII. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini
adalah

VItrI. Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekedaanlpengadaan barang {kapan barang
yang dimaksud harus sudah ada dilokasi /diserahterimakan)
:.......".........hari/ bulan, terhitung sejak (Sptff(Ittotq. pe*no,nl

IX. Tenaga Ahli/Tcrrmpil
Tenaga ahli/terampil yang diperlukan untuk p€masan ganl
pengguaaan/pengoperasian barang yang diadakan {apabita
diperlulc*rtl

X. Spesifihsi Tetrnis,

Spesifikasi teknis pekerjaan kosntruksi meliputi :

r Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
o Ketentrran p€nggunaan peralatan yang dipertukan ;

o Ketentuan pensunaErn tenaga keda;

e Metsde kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;

. Ketentuan gambar krrj*;
r Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
. Ketentuan pembuatan laporaa dan dokumentasi;
o Ketentuan oeengenai penempan man .iemen K3 konstruksi

(Keselamatan dan kesehatan kerja)

o DII yang diperlukan
XI. Penutup

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat teknis konstruksi dan bahan
bangunan yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan diatur
lebih lanjut dalam Rencana Kerja daa syarat-syarat (RKS).

Mengetahui
Kepala Desa....

Pelaksana Anggaran
Desa Ksie/Kaur



D. Format RAB Pengadaan ( Penyedia , pendukung swaketola)

RAB PENGADAAN MATERIAL LOKAL OLEH SATU PENYEDIA

Desa :...... Bidang :. .....
Kecamatan :...... Kegiatan :.......
Kabupaten :...... Lokasi :......Provinsi :

No Uraian Spesilikasi
Teknis

Volume Sat. Harga
Sat. (Rrrl

Jumlah
Harsa (Rnl

Jadwal
Pengadaan

RAB PENGADAAN MATERAL TOKO OLEH SATU PEI{YEDIA
Desa :,,..-........ Bidang :..,...
Kecamatan :....,........ Kegiatan :......
Kabupaten :............. Lokasi :
Provinsi :

Mengetahui
Kepala Desa

Mengetahui
Kepala Desa

(..........-..,.................)

Mengetahui
Kepala Desa

.,...Tanggal
Kasi/Kaur

.....Tanggal
Kasi/Kaur

....Tanggal
Kasi/Kaur

...)

RAB PENGADAAN SEWA AI.AT OLEH SATU PEI{YEDIA
Desa :.......--...- Bidang :......
Kecamatan :............. Kegiatan :......
Kabupaten :............. tokasi :.......
Provinsi :.,-..........

No Uraian Spesifikasi
Teknis

Volurne Sat. Harga
Sat. {Ro}

Jumlah
Harsa {RDI

Jadwal
Pensadaan

No Uraian Spesifikasi
Teknis

Volume Sat- Harga
Sat.
fRrl

Jumlah
Harga {Rp}

Jadwal
Pengadaan



E. RAB berdasarkan llarga perkiraan Sendiri (HpSl

BIDANG
SUB.BIDANG
KEGIATAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN

IIo Uraian Pekerjaaaa Yclume Setrrar Ilsrga
Stu*n [Rpl

Jumlah
Harca lRol

I Pekerjaan Pereialm
1. Pembersihan

Lokasi
2. Pengukuran dan

Pemasangan
Bowplank

3. Pas.Papan Proyek
4. Dst.

Sub Jumlah
u Pekerjaaa Taaah dan

Pasir
1. Galian Tanah
2. Urugan Tanah
3. Dst...

Sub Jumlah
III Pekerjaan RasanngBn,

Diadtng,
Pleeteraadan L*ntai

1.
2.

Pas.Batu Kosang
Pas. Batu 1:4

Sub Jumlah
Jumlah [I+II+ml
Jumlah Total + Paiak
Dibulatkan
Terbilang o

Kasi/Kaur

{..........................t



F. f'ormat Surat Permintaan penauraran

Kop TPK

Nomor : Kepada
Lamp. : 1 (satu) Berkas Yth. (penyedia Toko/UD /CV/PT)Hal : Permintaan Penawafan. di -

sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan dimana
didalamnya terdapat pekerjaan

Adapun persyaratan teknis pengadaan mengacu pada :

1. Kerangka Acuan Kerja {X*$; Jika diperlukan*
2. Harga Perkiraan Sendiri {HPS}; Jika diperlukan*
3. Rencana dan Jadwal Pengadaan; dan
4. gambar rencana kerja, apabila diperlukan*.

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud di atas terlampir.

Maka apabila saudara krrninat dan bersedia melaksanakan
pekerjaan tersebut, dirninta segera mengajukan surat
pena$raran harga.

Surat Penawaran dialamatkan kepada selaku Tim
Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Srrrat Penawaran dibuat rangkap 3 {tiga}, asli 1 (satu} bermaterai
Rp. 1O..OOO {sepuluh ribu rupiah}.

2. Surat Penawaran paling trambat karni terima tanggal
Surat Penawaran dilampiri :

1. Daftar penawaran harga sudah memlrerhitungkan pajak dan
harga sampai di desa;

2. waktu pelaksanaan pekerjaan;
3. Surat pernyataan kebenaran usaha
4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NpWp);
5. Foto copy KTP Pemilik Usaha; dan
6. lztle usaha (bita diperlukanl*.

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas
perhatian saudara diucapkaa terima kasih.

Mengetahui, Ketua TPK
Kasi/Kaur Desa

Selaku PPKD



Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Lam1lfutn I Strntt TPK Des& "*...Nomor !..................
Tanggal :

RENCANA DAN JADWAL PENGADAAN
Bidang :

Kegiatan :

Lokasi :

.........., Tanggal

Ketua TPK
Mengetahui:

Kasi/Kaur selakr PPKD

Desa :
Kecama.tan i
Kabupaten :
Provinsi :

Mengetahui:
I(asi/I(aur selaku PPKD

RENCANA BAN JADqTAL MNGADAAN
Bidang :
fkiaterr :
*skasi :

Tanggal

Ketua TPK

No Uraian Spesifibsi
Teknis Volume Satuan Jadural Pengadaan

I BAHAN ISI(AL

No Uraian Spesifikasi
Teknis Vohrme Satuan Jadwal Pengadaan

I BAHAN TO[<O



Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

RENCANA DAN JADWAL PENGADAAN
Bidang :

Kegiatan :

Lokasi :

No Uraian Spsifrkasi
Teknis Volume Satuan Jadwal Pengadaan

I SEWA AI.AT

Mengetahui:
Kasi/Kaur selaku PPKD

Tanggal

Ketua TPK

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

RENCANA DAH JADITAL PENGADAAN
Bidang :

Kegiatan :

Iekasi :

No Uraian Spesi&ka*i
Tehri* Volume Satuan Jadwal Pengadaan

I

Mengetahui:
Kasi/Kaur selaku PPKD

Tanggal

Ketua TPK



G. Format Surat penawaran Harga

KOP PEITYEDIA BARANG/.'ASA

Nomor
Lamp.
Hal

1 (satu) berkas
Penawaran Harga

Kepada
Yth. Kasi/Kaur/Ketua TpK

Desa
di-

Ketua Tim
maka

untuk

Adapun harga penaq,"rran r.ang kami ajukan adalah sebesar Rp.
t...--....-... .."..-) dengan rincian sebagaimana

terlampir.

sesrrai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami
sampaikan :

1. Daftar pennqraraa harga sudah memperhituagkan pajak dan
harga sampai di desa;

2. waktu pelaksanaan pekerjaan;
3. Surat pernyataan kebenaran usaha
1. I"t" copy Nomor pokok Wajib pajak (NpWp);
5. Foto copy KTF Pemilik Usaha; dan
6. wrn usaha (bitadiperlukanl*.

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk diperiksa dan
dapat dipertimbangkan.

Direkturl Pimpinan I Pemilik
(PT/cv/uD) .......

Cat: - Surat Penawaran dibuat. rangkat 3 (tiga), asli 1 (satu) bermaterai Rp.
10.OOO {sepuluh ribu rupiah).

- Lampiran Surat Penawaran adalah Daftar Rincian Harga dan Jadwal
Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa



LAMPIRAN : SURA? (PTICVIUD)
NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PENAWARAN HARGA OLEH PENYEDIA

Kegiatan :

Lokasi :

--...Tanggal
P|I l CV/ UD I Toko/ Perorangan

(..........,....................)

No Uraian Spesifikasi
Teknis

Volurue Sat. Harga
SaL Epl

Jumlah
Harga
fRol

Jadwal
Pengadaan



II. tr-ormat Fengumunnn l.clery

Ifup TPK

PETETIHU.UAil I"ELAT(i
XBBIATAI HDAtrfG .....c...o....1.....r SIIUffiR AI$GGARAII .i..r...G.,.

DHA ....i...O..I TAHIIX AISGGRAIS 2O...

Nomor:

sehubungan dengan bgiatan. ..-...."...Tahur arrgaran 2o-..maka kami
berrnaksud meagad*kan l-elnns, dengaa paket sehgai urit<ut:

Adapun persayam&* du* j*dryI'Try r.ry er:tw*

"*""..,., {tanga$ bulanlTatrun)

Mengetahui,
Kasi/Kaur Desa.
Selaku
PPKD

Ketua TPK
Desa

IIo ffama,,Deht t*se
rrK fphsfr kn€

rtut*E ffilai HPS

Jangka
Waktu

petaban
aaD

1.
2.
3.
4.
dst



LamPiran Pengumuman Lelang
No:........
Tanggal:.

1. Persyaratan PenYedia

a. Memiliki izin usaha

b. NPWP

c. dU (dapat dikembangan sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan

yang berlaku)

2. Jadwal

No ?ahapn Teapat *altc Ket

1. Pengumuman I,ela*g I{arrtor Desa
../tg}/blnlthn

s.d
-.ltalf bk 'lthn

2.
Pendaftaran dan
pengambilan nokum*r,
Lelans

Kantor Desa
../tsllblnlthn

s-d
..ltslfbln/thn

3.
Pemasukan Dokumen
Penawaran& Buka SamPul

I(antor Desa --ltsllhln/thn

Disaksikan
oleh
penyedia
dan
masyarakat

4. Evaluasi Penawaran Kantor Desa
".ltsllblnlthrl

s.d
..Itsl/blnlthn

5. Negosiasi Karrtor Desa
"./tsllblnlthn

s-d
../tsllbln/thn

6. Penetapan pemenang Kantor Ilesa -.lts$blnlthn

Mengetahui,
Kasi/Kaur Desa

SelakuPPKD

Ketua TPK
Desa
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J. Fomnt lho&lrgaa Xesesfasi lf*rgp

Kop Deee

Nomor :

L^amp. :

HaI : Uadansan ilegoaiaei

Kepada

Yth. (Penyedia Toko/UD lCvlPT)
di-

Kehra TPK
Desa

Menanggapi surat peaawarar! harya saudara Nomor...... tanggal

sebagai berikut :

1- Setelah meaerima dan raempelqiari isi errrat pernwaran harga
Saudara, pada prinsipnya kami tidak berkehratan, tetapi
berdasarkan harga perlarrra.ran ya"ns *udara qiukan kami perlu
melalnekan negosiasi harga terhadap penawararl saudara tersebut.

2. Unhrk keperluan dlmaksud i mengharap kehadiran Saudara
besok pada :
Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Acara }Wesffi.Et&rgq.,

Demikian atas perhefia$ $qq,kefjpoamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kasi/Kaur Desa
Selaku
PPI(D



K. Format Berita Acara Hasil Iltegosiasi

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA
NOMOR

Kegiatan
Pekerjaan

Pada hari ini .... tanggal buran tahun padapukul dengan mengambil tempat di ... kami yang bertanda
tangan dibawah ini telah melakukan negosiasi harga alas -pekerjaan

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim pengelola Kegiatan Desa .".... denganpihak Penyedia Barang/Jasa dari -vr 
/cv / /uD/Toko/peroranfan

Pada saat negosiasi harga pihak penyedia barangljasa yang dihadiri oleh
Direktur/PimpinanlKuasa Pf/Cvl/UD/Toko/Perorangan menyaiakan bahwa
pihak penyedia barans/jasa dari w / cv / /uDlTokoT r"ro."rrglrt
menyatakan telah menerima semua surat-surat yang berkaitan dengan prosespekerjaan ......dengan hasil negosiasi sebagai Ueritruf :

a. besarnya jurnlah penawaran harga yang diajukan oleh penyedia barang/jasa
dari PT/CV//UD/Tokolperorangan....,. ...... adalafr seUlsarRp......... {.............};

b- adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat
secara rinci dalam lampiran surat pena\ilraran harga;

c. hasil kesepakatan ini dituangkan dengan rincian sebagai

d. Penetapan Pemenang penyedia pelaksana pekerjaan
sebagaimana tersebut di atas akan dituangkan leUih lanjut dalam Berita
Acara penetapan pemenang penawaran/Lelang*

berikut :

No Uraian Spesifikasi
Telcris

Volume Sat. Harga Sat.
fRn)

Jumlah
Harea fRpl

Jadwal
Pengadaan



Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing kruraterai
gukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungiawabkan sesuai peraturan perundarrg-urra.;gan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik, Ketua TpK(Pr/CVlTOKolUDl Desa

Mengetahui,
Kasi/Kaur Desa.

Selaku PPKD



L. Format surat pemberitahuan Hasil penawaran

Kop TPK

Nomor :

Lamp. : 1(satu) berkas.

Hal : P. embqritahuan_hasil

Mengetahui,
Kasi/Kaur
Selaku PPKD

Kepada

Yth. (Penyedia Toko/UD /CV/PT)
di-

peaawaran/Ielanrg

Berdasarkan Berita Acara penetapan penav/aran/lelang nomor
:.......-..."......, tanggal,.-..-..."2O.. atas pekerjaan ..-... .... di
desa...-..--. kecamatan.....-......Kabupaten Barito selatan, maka
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

5- Penyedia TokoluD lcvlpr.. dinyatakan sebagai
pemenang/ tidak menang*

6. sebagai tindaklanjuf maka kami mengundang saudara

menghadiri penandatanganan surat perjanjian Kerja yang
dijadwalkan pada:
Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

{hanga bagi pemenan$

Demikian atas perhatian dan kerjasarnarrya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Desa

Catatan:
*Coret yang tidak perlu



M. Fornat Berita Acara penetapan pemenang penawaraalletang

BERITA ACARA HASII{ PEITEI,JNGAUAN
NO:
TANGGAL :

Bidang
Sub. Bidang
Pekerjaan
Lokasi
Tahun Anggaran

Pada Hari ini..-....... .....Tanga} -...........Tahun DuaRibu......- Timperaksana x*giat"r, {TpK} Desa

melaksanakan evah:asi adminishsi Tekrris dan Harga Dokumen penawaran yang
masuk pada pekerjaan tersebut di atas dengan hasil iebagairrana tirlampir.

Demikian Berita Acara i.,i dibuat untuk elilsksanakan sebagaimana perlunya.

TIM PEM.KSANA KEGIA?AN

NAMA JABATAN

KETUA

2.

1.

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

TTD

{....,......................}

{...........................)

(....,.,....................)

{.....".....................}

3.

4.

5.



il. Fornat Surat Perjaqitan IIerJa

Lampiran : Surat
Nomor :

Tanggal :

suRAr PER{AII TIAI{ IrEerA
NOMOR : ...............{Pemerintah Desa)

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di
., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama
Jabatan
Alamat
Selanjutrrya

II. Nama
Jabatan
Alamat

I{asi/Kaur . Fenrerintah Desa

disebut PIHAE fERTAilA

Selanjuhrya disebut PIIIAK IItIlt A ,

llntuk selar{utnya PIIIAfi fE*fAfA dan FIHA,E XBIIA selanjutnya disebut
PARA PIIIAK.

Bahwa PARA PIEIIK telah sepkt dan *tqiu unhrk mengadakan perjanjian,
dengan ketentuan sebagai hrikut :

,ksal I
Rt AISG ITXCKBP mrpn,ra*r

Ruang linghp pekerjaan dalam perjaqiie ini adatah

Pasal 2
ITTLITT PEXERIAAIS

Nilai pekerjaan yang disepkati unftrk penyefusaian pekerjaan dalam perjanjian
ini adalah sebesar Rp. ...".". {,...."......_.-........-.J.

ksal 3
ITAK DAIT IIEWA.IIBAtr

(U PIIIAK PEBTAUA mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak,
atau memerintahkan PIEAE ftDIIA untuk menyempurnakan atau
mengganti barangljasa yang diadakan oleh PIHAK I{EDUA apabila tidaksesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil
negosiasi/klarifikasi harga antara PIIIAI( PERTAilA dan PIHAK I{EDUA.

(21 PIIIAK PER?AUA mernpunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian
pembayaranSgg pekerjaan yang telatr diadakan oleh PIIIAK ff,OUl apabila
PIIIAI( I(EDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan
barffig/iasa ya.ng telah disepakati oleh r{EDUA BELAH PIHAK.

(3) PIIIAK IIEIIIIA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2!;

Direktur/ Pimpinanl kilik {PT/ Cv/TCIKo1 UD}.



(4) PIIIAK I{EDI}A berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada
sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil

penawaran dan negosiasi harga antara PARA PIHAKyang telah disepakati.

Pasal 4
JASGKA UAKITU PELITKSAilAAT PEKERJAAIS

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah ..... hari kerja
sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal

Pasal 5
KAHAR

(1) Dalam hal terjadi keadaan Kohar maka PIEAX EEIIUA memberitahukan
tentang terjadin3ra keadaan Kalwr kepada PIHAE PERIAUA secara tertulis
dalam waktu pafing lambat 14 {empa.t belas} hari kalender sejak tedadinya
keadaan Kahnr yang dikeluarkan oleh pihaklinstansi yang benrenang
sesuai dengaa kekctuan perahrra* lxnr*dang-undangan, maka PARA
PIIIAII terbeks dari kexrajiban ]xang harrs 4itraksarrakan.

12) Tidak termasuk keadaan Kdwr adalah hal-hal merugikan yang disebabkan
oleh perbuatan atam kelal;aian PAR*" PIEAIL

(3) Keterlambatan pelaksanaan pcka}aan ya$g diakibatkan oleh terjadinya
keadaan I(a}lcr tidak dikenaka* sanksi-

(4) Setelah terjadinya kead*an Kehnr, P,SBA PIHILX dapat melakukan
kesepakatan jrang dituengkan r{alarn Pefi}hahan Surat Perjaqiian Kerja.

Pasal 6
sarrsr

Apabila penyelesaian pekerjaaa melebihi batas waktu yang dieepakati maka
PIHAK KEDUA dikenakan saskei berupa :

1. Peringatan/teguran terhrlis;
2. Pembayaran denda sebe*ar ---. *fe {raoksirllcl A,1 % tergffi,rtt*ltg lcesepakatan

PARA PIHAI{| perhari dari ailai' pekerjaan dengan nominal sebesar
Rp. ....... .. ( datam huruf ....- Rupiahl dari kterlambatan.

3. Larangan mengikrti pe*gadaan barang dan jasa di desa selama 2 tahun
berturut-turut.

4. Gugatan secara perdata, danlatau;
5. Pelaporan secara pidana kepada Pihak yang berrrenang.

ksal6
PEItrUTT'SAN PER.'Tfi.'IAIE l}*fr ffi PERSELISII{AIT

(1) PIIIAK PERIAIBA secara sepihak dapat rrelakukan pemutusan Surat
Perjanjian Kerjasama apabila :

a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK
KEDUA sudah melampaui 28 {dua puluh delapan) hari kalender;

b. PIIIAII NEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kew4iibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan oleh PIIIAI( PERTAtrA; dan

c. PIIIAI( I(EDUA terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
kecurangan danlatau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh instansi yang berwenang.



(2) Perselisihan antara PIIIAK PERfAHA dan PIIIAK HEIXIA terlebih dahulu
diselesaikan melalui musyawarah untuk rnufakat yang langsung dipimpin
oleh Kepala Desa.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

tidak tercapai kata mufiakat, maka PARA PrHA.E dapat menunjuk
pengadilan setempat untuk diselesaikan secara hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
I{ETEITTUAIT PEilUTUP

Perjanjian ini ditandatangani P**A Pm*Epada hari darr tanggal sebagaimana
tersebut di atas dibuatrangfuap 2 (dual bermaterai cukup 1
(satu) rangt<ap untuk PIH,IX PEALXA dan I tsatt$ lzingkap lainnya untuk
PIHAK IreDUA }.ang mempunyai kektratan hukum yang sama untuk
dipertangungiawabkn sesuai pemturan perundarrg-undangan yang berlaku.

PIIIAK IIEDUA PTHAII PTRTAIIA

MATERAI
(l nagkry
Uah*Pihak

P€rtea)

MATERAI
(l Regkap
UntukPihak

KedEa)

Mengetahui, '

Kepala Desa

kmegarrg lkkuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa



O. Forreat Peayemhan lfasil PekerJaao

KOP PELYEDTA BARAJSG/JASA

Nomor : ..........

Lamp. : 1(satu) berkas

Hal : Penyerahan Hasil
Pekeriaaa

Kepada

Yth. Kasi/Kaur
Desa

di*

Berdasarkan Sr.rrat Ferjanjian Kerja Nomor : ...."......, tanggal

maka prh.l kanai salnpaikan bahwa pekerjaan

telah selesai dan dengan ini kami kirimkan
hasil pkerjaan untuk depat diteliti apakah srrdah sesuai dengan

spesifikasi teknis atau belum sebagaiman daftar terlampir.

Dernikian atas perhatia* darr kerjasemanya kami ucapkan
terima kasih.

Direkhrrl Pi:npinan / Pemilik
Prlcv/ToKoluD)



I.AMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR HASIL PERKERJAAN

: SURAT

Ilirektrrrl Pimpinan I Pemilik
Pr/cvlT0Ko/uDl

lllo. Jeais
BaranglJasa Volumc Strrrn Hargl

Seb*a kadist
Junlah
Harsa

1

2

Dst

Junlah

Terbilang " dalam rupiah'



P. Fotmat Berita Acara Pemerihsaan Hasil PekerJqon (Khusus Kons&uksif

BERITA ACARA PEMERIKS.AAN PEKERJA4.N

Pada Hari ini.. .Tanggal. .......Tahun
Dua Ribu Dua ... .. Telah dilakukan perneriksanaanlopname
pekerjaan ..... Dengan item pekerjaan sebagai
berikut:
1 Pekerjaan Galian
2 Pekerjaan Pas. Pondasi
3 Dst

Perdasarkan pemeriksaaanlopname pekerjaan tersebut prosentase
kemajuan pekerjaan mencalni - - - -Yo {. -.. -...,. -....... ... ".. ... .}

Format pmeriksaan/Opname pkerjaan t*tatngfr

Demikian Berita Acara Opname Pekerjaan ini dibuat krdasarkan progress
pekerjaan sampai tansgal berita acara ini

MENGETAHUI
KASI/KAUR

DIBUAT
TPK
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R" Fornat Eeritt Acara Fenortkacn Hasil Feher&ca f$husm* Hon
Konskrrkt!

BERITA ACARA

PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN NON KONTRUKSI

Pada hari ini....."......tanggal.....-.....bulan."......-...tahun -........dilaknkan
pemeriksaan barang/jasa pekerjaan sesuai spasifikasi tertampir

Demikian Berita Acara dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

(................".-.......-...1 (.............................)

8. Lampir*r Fotuat EsrlSr.Ccffir hs&e*t H.d *anedrat {Khusue ITon
KonstruLsil

F'DRT/LT PffiE*Ir.fittil reEilffiTfr f,OT KOITSTRII.KSI

Kegiatani:.: ,:
Desa i

Kabtrpaten . :

Tanggal I
Pekerjaan yang diperiksa :

Mengetahui
KASr/KAr.rR

Mengetahui
Kasi/Itaur

Ketua TPK

...........Tanggal
TPK

No Uraian
Keeiatar

Jumfah/Vol
vs dimei

g?esi*a"c{
ftkcis

SpesmAasi
?drnis

CAtatan
kmcriksaan Rekomendasi

$ewai ?i.* 'Ses*r*i Tidak
1

2. Dst



T' Format Berita Acara penerimaan Hasil pekerJaaa

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKER"'AAN
NOMOR:

I. Nama
Jabatan
Alarnat
Selanjutnya

II. Nama
Jabatan
Alamat

PITIAK PE TAUA

Kasi/Kaur

disebut PIIIAIT PERfAMA

Ketua TPK/ Direkrurl pimpinanl pemilik (prl cvl To Ko / uD) *. . .

. tahun . bertempat di
Hasil Pekerjaan atas pekerjaan

hasil pekerjaan berupa
sesuai dengan Surat

Ketua Tirn Pengelola Kegiatan

Selanjutnya disebut pItIAIf I(EDUA

PrrrAr( KEDUa telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa daramkeadaan baik kepada Prrrar Ptnrr*uA sesuai dengan Surat perjanjian Nomor :tertanggal

Peq'anjian
dalam

Nomor:

menyatakan bahqra telah menerima
keadaan baik dari pIIIAf trEDUA

tertanggat

Demikia:r Berita Acara irri ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimanatersebut di atas dibuat raagkap 2 {*ra} arasingmasing bermiterai cukup danmempunyai kekuatan hukum yang sarna ,.ntuL aip"rd*sg"rgiawabkan sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku.

D irekturl Pimpinanl pemilik,
(Pr/cv/ToKo/uD) Desa

Mengetahui,
Kepala Desa

Selaku
Pemegang Kekuasaan pengelolaan

Keuangan Desa



U. Format Berita Acara Serah Terima pekerjaan

BERITA ACARA SERAII TERIMA TIASIL PEKER^IAAN
NOMOR : ......(Nomor pemerintah Desa).......

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di
lalai Desa/Kantor Desa....... terah dilaksanakan Musyawarah Desa
9tt1h Terima (MDST) Hasil Pekerjaan yang a*raairi oleh pemerintah Desa, BpD,Lembaga Masyarakat dan Masyarakat besi atas pekerjaan. antara :

I. Nama
Jabatan
Alamat
Selanjutnya

II. Nama
Jabatan
Alamat

Kepala Desa

disebut PIIIAI( PERTAItrA

Kasi/Kaur

Selanjutnya disebut PIIIAI( KEDUA

PII{AK KEDUA te$h menyera}rkan hasil pekerjaan berupa .... dalamkeadaan baik kepada ptlrAr( pERraua dengan rincian :

No Jenis Barang Jumlah Keterangan

PITTAK PERTAUa menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa
.. dalam keadaan baik dari pIIIAff, XEDIIA

Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp........ (dengan huruf).

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari darr tanggal sebagaimanatersebyt di atas dibua! rangkap 2 (dua| sing berm;erai cufup danmempunyai kekuatan hukum yang sama untuk diperdrggungiawabkan sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PBTAMA, PII{AK KEDUA
KasilKaurKEPALA DESA



v. Format Bertta Acara Muqrwarah rlesa pembaagunan rlesa

BERITA ACARA

MUSYA1VARAH DESA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pelaksanaan di
Desa...... ..Kecamatarr
Tengah maka pada:

Hari dan Tanggal
Jam
Tempat

pembangunan Desa tahun
Kabupaten Barito Selatan

anggaran
Provinsi Kalimantan

: dari pukul-........s.d. pukul

Telah diselenggarabn pertemuan Mus;ramrah Dese dalam rangka
Pertanggungiauraban Kegiataa ]Brrg dihadiri aleh vmkil-vmkil dari masyarakat, desaserta unsur lain yang terleit dengan plaksanean pembangunan -sebagaimana
tercantum dalam tm*ptrm fu&ar bfqdk-

Y"t"} atau topik ]xang dibahas dalam Fonrm ini serh" yang krtindak selaku unsurpimpinan rapat dan namsumk adalah :

A. Materi Bahasan
Materi yang dibahas dalam desa ini antara lain:
1. Laporan pelaksanaan kqiatan;
2' Tanggapan/ mamrk*n maeyarakat atas &aporaa pelaksanaan kegiatan;3- Pembahasan tnnggaFp dan masukan msrerataq
4- Merumuskan ti*daklaniut tangapan *an masutan masyarakat;
5- Feaandatangaa Bcrita gq*" S"raii terirca hasil pekerjaan dari Kaur/Kasi

kepada KeFIa Desa
6. Dst.

B. Unsur Pimpinan Rapat den Narasumber
Pemimpin RaFt : ..-..... dari .......
Sekretaris / Notulis: dari ..,....Narasumber : 1. -..--dari

2- .... "... ".....".--.dari
3- ... ".-......-.--.-"dari
4- -.-..-........,....dari
5- ...-...........---.dari

Setelah dilakukan pmhhasa* terh*dap reateri bahasa* sehgaimana tersebut diatas, selanjutnya seluruh peserta muqrawarah desa dalam ir.sk" pelaksanaan
pembangunan Desa memutuskan dan mlnyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi Keputusan Akhir dariMusyawarah Disaini, yaitu :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1. Dst



Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab egar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

KepalaDesa
Ketua BPD

wakil l\dasyarakat ur*il tdas,ffikat wakil Masyarakat



DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DAI.d.M RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO NAMA JABATAN AI.AMAT TANDA TANGAN
1.

2.

3.

4.

5_

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Dst

Mengetahui

Kepala Desa
KetuaBPD



If. Format Pengumuman llastt Feherjaan

PEITGI,MU*IAIT IIASIL PEI{TR.IAATT swAIITLoLA ITE{GHTAIY

SUMBER AItGGiARAtrf .,............... TArIUlt AIIGGARAII 2O.....

NOMOR:

Nama
Kegitan

Nilei
Pengadaan

Keluaranl
Out Put Iksillkur/?PK Lokasi V[akft]

Pelaksanaannolurne Satuan

Rp. Kasi/Kaur-...-
atau TPK
terdiri dari:
Ketua
Sekretaris....
Aageta,"...

Desa-.../
Dusun..

Mulai
tanggat
...1..../2a..
sampai
dengan
tanggal
...,1.,..t20.

Kepala Desa

Selaku PKPKD

{tanggall Bulan/ Tahun)

Kasi / Kaur

Selaku PPKD



PEIYGUMIIITATY rrasrl PEr(tR.rAAJt pE[ytDrA Mtr"aLt r
PERMIITTAAil PEITAWARAilILET,AIVG

KEGIATAIT BIDAITG ......... sUuBER AJtG(iARArt ....... o.....
TAHT'IT ANGGARAil 2O....

NOMOR:

{tangal/Bulan/Tahun)

Kepala Desa

Selakrr PKPKD

(.....................,..."......1

KETUA TPK

Desa



X. Format Laporan pelaksanaan Kegiatan

Kop TPK

Nomor : .......... Kepada
Lamp. : L (satu) berkas yth. Kaii/KaurHal : Laporan Hasil pekerjaan. di - 

'

krdasarlean Keputusan KeFIa Ilesa Hemor : ,.... Tahun....
fentang Pembentukan Tim petaksanaa Kegiatan, maka dengan ini
kami lapcrkan khwa kegiata$ .-,. felah selesai dilaksLakan
p"dt tafiggat."......r.:.- Adapun dokumen pelaksanaan kegiatan bahan
laporan IGmi rerahkaa sehgaimasa terlampir.

Demikian atas lxrtratian diucapkan terima kasih.

Ketua TPK
Desa



Lampiran
Nomor
Tangeal

DAF"TAR LAPORAN PEI"AKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN

Kehra TPK
Desa

: Surat TFK

NO JENIS ST,,RtrT NOMOR SURA? TANGGAL SUR,ryT

1. Surat .....t"..t . ......1........120.
2. dst......,....-. .....,. dst dst



Y. Format Sunrey Harga bahan/jasa

Kop Desa

Desa:

Kecamatan :............

Kabupaten :.............

Kepala Desa.

Catatan: Minimal 3 Penyedia/Toko

SURVEY HARGA BAHAN/JASA

Desa...... Tacgal, Bula*, Tahun.

Disunrey Oleh :

Kasi/Kaur
Desa-

Mengetahui,

Penyedia/?oko

Irlo Ilraiag IIoIune Settee Harga
setzan Keterangan

1 2 3 4 5 6



9,. Format Harga krtlraan Sendri I Hre I

Kop llesa

No Ufraian Vol. satuan
Ilarga di

Peqredia/Toko
{Rnl

Biaya
Anekut

{ RrrI
hiak Jtrmlah

(Rpl
Pembulatan

{ Rp}

1 2 3 4 5 6 7
$=

{5+6+7}
I

rrARoA PERIIIRAAII SESDTRT ( HPS l

Besa....-. ?anggal, Bulan, Tahun

Dibuat Oleh :

fiasilltaur
Desa.

Mengetahui,

Kepala Desa

/r\
7\t

t*/<
#i,;

\l>-::


